ABSTRAK

Penanaman modal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian
di Indonesia oleh sebab itu pemerintah berupaya dengan sebaik-baiknya untuk
menarik minat para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi
yang menjadi permasalahan adalah karena kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak
konsisten dan lemahnya kepastian hukum. Lemahnya kepastian dan perlindungan
hukum dibidang HKI disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang masih
kurang dapat memahami sistem perlindungan HKI, khususnya mengenai Desain
Industri. Faktor lainnya yakni karena penegakan hukum dalam pelaksanaan dalam
perlindungan hukum terhadap pemegang Desain Industri mengalami hambatan-
hambatan antara lain dengan adanya keterbatasan informasi kepada masyarakat
tentang adanya permohonan pendaftaran Desain Industri dan keterbatasan
kemampuan baik dari segi informasi maupun Sumber Daya Manusia, baik dari
pemeriksa Desain Industri (Dirjen HKI) maupun aparat penegak hukum. Untuk
dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka Indonesia sebagai
anggota WTO telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIP’s yang secara khusus
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan HKI. Metode penelitian dalam skripsi ini
adalah menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian
yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa:
buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar atau media cetak maupun media
elektronik, Undang-undang Desain Industri, serta Undang-undang lain dan
Peraturan Pemerintah Putusan yang berkaitan dengan perlindungan hukum
terhadap pemegang Desain Industri. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum
terhadap pemegang Desain Industri dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan
pelaksanaan UUDI No. 31 Tahun 2000, meningkatkan kemampuan aparat
pemeriksa dan aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HKI
khususnya Desain Industri, pemanfaatan teknologi informasi tentang Desain
Industri, pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri atas dasar itikad tidak
baik oleh Direktorat Jenderal HKI, penolakan perpanjangan perlindungan hukum
terhadap Desain Industri yang telah didaftarkan secara tanpa hak dengan itikad
tidak baik.



